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ABSTRAK

Pemerintah Desa Pangkalan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat
desa untuk mengelola semua dana. Dana yang diterima oleh desa merupakan hak
masyarakat, sehingga masyarakat berhak tahu seluk-beluk pengalokasiannya. Hal
itu mewajibkan pemerintah untuk transparan kepada masyarakat demi menjaga
kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Namun,
pemerintah desa Pangkalan kurang transparan dalam pengalokasian dana tersebut,
pemerintah hanya mensosialisikan alokasi dana secara umum. Untuk menjaga
dan mengawal kinerja pemerintah desa, perlu adanya pengawasan dari BPD agar
dapat menutup semua celah atau peluang pemerintah untuk melakukan
penyelewengan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penyusun
memperoleh data-data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data
terkumpul, penyusun menganalisis dengan teori Sadd al-Zari‘ah dan dengan
pendekatan yuridis normatif. Metode ini akan penyusun gunakan untuk
menjawab dua pokok masalah. yaitu, bagaimana pengawasan BPD Desa
Pangkalan terhadap transparansi dana desa? dan bagaimana efektivitas
pengawasan BPD terhadap dana di Desa Pangkalan dalam perspektif Sadd al-
Zan ‘ah?

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan dengan metode dan
pendekatan di atas, penyusun memperoleh dua temuan yaitu. Pengawasan BPD
dilakukan dengan empat tahap yaitu musyawarah, penelaahan, pengontrolan dan
kunjungan kerja. Pengawasan BPD pada tahap musyawarah dan penelaahan
sudah efektif, karena BPD sudah memegang hasil kesepakatan musyawarah
dalam bentuk RPJM/RKP sebagai bekal pengawasan dana untuk perealisasian
program kerja selanjutnya dan sudah memastikan keutuhan RPJM/RPK tersebut.
Sementara pada tahap pengontrolan dan kunjungan kerja pengawasan BPD tidak
efektif, karena tidak sampai mengarahkan pemerintah untuk mensosialisasikan
seluruh pengeluaran dana setelah program kerja tersebut selesai atau BPD
mengaudit dana secara langsung. Seharusnya BPD sebagai wakil masyarakat
mampuh membuat masyarakat merasa benar-benar terakili dengan mengarahkan
pemerintah untuk membuat laporan atau BPD menjelaskan seluk-beluk dana
kepada masyarakat setelah pembangunan tersebut selesai dilaksanakan. Dari dua
temuan tersebut penyusun menyimpulkan bahwa penghambat efektivitas
pengawasan BPD disebabkann oleh eratnya hubungan antara BPD dengan
pemerintah tetapi dengan masyarakat tidak demikian, sehingga keluhan dan
aspirasi masyarakat tidak terslurkan kepada BPD. BPD merasa tidak memiliki
kewajiban untuk mengaudit dana secara langsung dan belum membuat
pemerintah mensosialisasikan pengeluaran dana saat pebangunan selsai
dikerjakan dalam bentuk selebaran atau sosialisasi lisan secara lansung.
Sementara pendukungnya, BPD sudah mememiliki RKP dan RPJM sebagai
bahan pengawasan kinerja dan dana desa. Kemudian di setiap dusun sudah
terdapat perwakilan anggota BPD dan BPD tidak merangkap jabatan.

Kata kunci: BPD, Pemerintah Desa, Dana Desa, Sadd al-Zari “ah.
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MOTTO
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& sa’ $ s (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z H& h Ha (dengan titik di bawah)
c Kha’ Kh K dan h
> Dal D De
3 Zal i Z (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
) Za Z Zet
U Sin S Es
% Syin Sy Es dan ye
P Sad S Es (dengan titik di bawah)
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P Dad d De (dengan titik di bawah)
b T& t Te (dengan titik di bawah)
5 78 . Zet (dgr;gvaar;l ;itik di

¢ ‘Ain ¢ Koma terbalik ke atas
'C Gain G Ge

< Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L ‘el

¢ Mim M ‘em

o Niin N ‘en

9 Wawu W Y

» Ha’ H Ha

s Hamzah i Apostrof

3 Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
533214 Ditulis Muta’addidah
33 Ditulis “idddah




C. Ta’ Marbiitah di akhir kata
1. Bila ta’ Marbiitah di baca mati ditulis dengan A, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
Z\-ASA Ditulis hikmah
:‘-)ﬁ Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbiitah diikuti dengan kata sandang “al serta bacaan kedua

itu terpisah, maka ditulis dengan A

;L};j‘)?\ :‘-'“‘)5 Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbiitah hidup dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis ¢

kil 385 Ditulis Zakat al-fitr

D. Vokal Pendek

- fathah
- Ditulis A
Kasrah
- Ditulis I




g dammah
- Ditulis U
E. Vokal Panjang
fathah+alif Ditulis A
1 Olals Ditulis Jahiliyyah
fathah+ya’ mati Ditulis A
? PP Ditulis Tansa
Kasrah+ya’ Mati Ditulis !
? NS Ditulis Karim
dammah+wawu mati Ditulis U
4 U o Ditulis furiid
F. Vokal Rangkap
fathah+ya’ mati Ditulis Ai
! eS-u-v Ditulis bainakum
fathah+wawu mati Ditulis Au
? Js Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof ()
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1 il Ditulis a’antum

2 AR & Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandang A& f+Lam diikuti hurut gamariyyah ditulis dengan al.

OIAl Ditulis Al-Quran

ol Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alf+Lamdiikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf /(el)-nya.

- P Ditulis as-Sama

ol Ditulis as-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).
J.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.

25l 51 Ditulis Zawi al-furid
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FEWA d&»\ Ditulis ahl as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku a/-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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KATA PENGANTAR
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat.® Hal ini merupakan bentuk desentralisasi atau
pelimpahan kewenagan dari pemerintah pusat, pelimpahan kewenagan ini
bertujuan untuk menjangkau urusan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat
ditingkat desa.

Pemerintahan di tingkat desa dipimpin oleh seseorang dengan jabatan
kepala desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah
dan pemerintah daerah.? Dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus
menerapkan prinsip pemerintahan desa yang akuntebel, transparan, profesional,
efektif, efesien bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.® Oleh sebab
itu perlu penjagaan terhadap pemerintah oleh Badan Permusyawaratan Desa yang
selanjutnya disingkat dengan (BPD) yang berperan sebagai penampung aspirasi
masyarakat, penyusunan rencana undangan dan pengawas pemerintah Desa.*

Fungsi pengawasan BPD terhadap Kkinerja pemerintah desa sekurang-
kurangnya mencakup kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi

peraturan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya

! Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa
? Pasal 1 ayat 7 perda No. 13 tahun 2016 tentang prangkat desa
® Pasal 6 ayat 4 huruf d, Undang-undang no 25 tahun 2015 tentang pemerintah desa.
* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.



pemerintahan.® Menurut beberapa informasi dari masyarakat desa Pangkalan Kec.
Langkaplancar Kab. Pangandaran, transparansi dana pemerintah baik ADD,
bantuan Kabupaten, bantuan Provinsi atau yang lainnya belum optimal.

“Dana bantuan yang diterima oleh desa adalah bantuan untuk

masyarakat. Jadi masyarakat wajib tahu seluk-beluk anggaran tersebut

agar tidak terjadi salah faham. Nah itu kebanyakan tidak dilaksanakan,
bisa jadi karena ketidak sadaran perangkat desa atau ketidak tahuan

masyarakat”. 6

Salah satu contoh kendala terkait transparansi dana desa terjadi di Dusun
Cigorowek. Upah kerja masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah Rp
50.000. Namun, masyarakat hanya hanya menerima upah Rp 20.000. kejadian ini
menyebabkan antusias kerja dan partisipasi masyarakat menurun.

Pemerintah harus mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan
keuangan desa, agar masyarakat tidak khawatir terhadap hak-hak mereka yang
dikelola oleh pemerintah. Sehingga hubungan dan kerjasama antara masyarakat
dengan pemerintah desa dapat berjalan dengan lancar. Antusias dan partisipasi
masyarkat akan berkurang jika pemerintah tidak bisa terbuka dengan masyarakat.

Pemerintah desa tidak seutuhnya dapat disalahkan karena pemerintah desa
juga manusia. Manusia memerlukan koreksi dari orang lain untuk mengantisipasi
seluruh amal perbuatannya, karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang
lemah secara fisik dan mental terutama dalam pengendalian diri.” Kekurang

transparanan pemerintah desa bisa jadi karena banyak masyarakat yang tidak

mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga masyarakat diam tanpa ada komentar

*Pasal 55 ayat (1) c.

®Observasi kinerja pemerintah desa, Desa Pangkalan, (28 maret 2017).

"Departemen Agama RI., Petunjuk Pelaksanaan Penyebarluasan Pengertian Dan
Kesadaran Pengawasan Melalui Jalur Agama, (Jakarta: Inspektoral Jendral Dep. Agama,
1995/1996), him. 35.



terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah atau karena BPD tidak melaksanakan
tugasnya sehingga pemerintah desa lebih bebas dan tidak terkontrol. Hal ini juga
merupakan kelalaian semua fihak dalam mengaplikasikan Undang-Undang No. 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).?

Pengawasan BPD terhadap transparansi dana Desa pangkalan, didasari
oleh UU NO. 6 tahun 2014 pasal 55 huruf ©, yang mana BPD mempunyai fungsi
pengawasan terhadap pemerintah. Menurut Opik, pengawasan BPD tidak terbatas,
hingga sampai sejauh mana BPD berupaya untuk mengawasi atau mengontrol
pemerintah demi kesejahtraan dan keadilan bagi masyarakat.’

Adanya keluhan terhadap transparansi dana desa sehingga timbul
kehawatiran terhadap pemerintah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka
BPD perlu melakukan pengawasan dan penutupan jalan-jalan yang berpotensi
pada kerusakan. Hal inilah yang dirasa penting dan menarik bagi penulis untuk
melakukan penelitian dengan cara menganalisis pengawasan BPD terhadap
pemerintah dengan menggunakan teori Sadd al-Zar ‘ah yang merupakan sebuah
metode penemuan hukum Islam yang memformulasikan hukum berdasarkan pada
akibatnya atau dengan menutup jalan-jalan yang menuju kepada kerusakan atau
merugikan banyak pihak. Selanjutnya penelitian ini akan penulis sajikan dalam
bentuk skripsi yang berjudul: “Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap
Transpareansi Dana Desa di Desa Pangkalan Kec. Langkaplancar Kab.

Pangandaran (Prspektif Sadd al-Zari ‘ah)’.

8 Pasal 27 huruf d, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (KIP)
Observasi peran BPD. Desa Pangkalan, (5 juni 2017)



B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat

dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1.

Bagaimana pengawasan BPD Desa Pangkalan Kec. Langkaplancar
Kab. Pangandaran terhadap transparansi dana desa?

Bagaimana efektivitas pengawasan BPD terhadap transparansi dana
Desa pemerintah Desa Pangkalan Kec. Langkaplancar Kab.

Pangandaran dalam perspektif Sadd al-Zari ‘ah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak

dicapai atau apa yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian, tentunya harus

jelas diketahui sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui bagaimana praktik pengawasan BPD terhadap
transparansi dana oleh pemerintah desa.

Untuk mengetahui efektivitas pengawasan BPD terhadap
pemerintah desa dengan sudut pandang Sadd al-Zari ‘ah.

Untuk mengetahui apa saja penghambat dan pendukung

efektivitas pengawasan BPD.

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai oleh penyusun ialah

sebagai berikut:



1. Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan
memperluas wawasan keilmuan Islam, khususnya dalam dibidang
figih.

2. Di samping itu untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan
agama bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya
mengenai hal-hal yang ada dalam pembahasan ini.

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan
bahan evaluasi bagi masyarakat, kepala desa khususnya ketua dan

anggota BPD.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun fahami atas berbagai karya tulis baik berupa buku,
skripsi, tesis, jurnal ataupun yang lainnya, telah banayak karya-karya yang
membahas mengenai fungsi pengawasan BPD. Hal ini tentu saja karena
merupakan permasalahan kelasik, Hampir di setiap desa ada. Namun,
permasalahan ini tidak selayaknya untuk dibiarkan. Dalam mencari referensi yang
membicarakan tentang fungsi pengawasan BPD terhadap transparansi dana
pemerintah desa, penyusun belum menemukan suatu karya yang membahasnya
secara khusus dan dengan sudut pandang keislaman seperti teori yang
direncanakan penyusun, berikut ini adalah beberapa karya ilmiyah yang
berhubungan dengan pembahasan mengenai tugas dan fungsi BPD.

Sebuah skripsi yang disusun oleh Somadi al-Faqgih dengan judul “Fungsi
BPD Dalam Penyusunan dan Penetapan Pertaturan Desa (Studi Di Desa Dumeling

Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”. Sebagai kesimpulan dari hasil



penelitian ini, Somadi menyatakan bahwa proses BPD dalam penyusunan dan
penetapan peraturan desa sudah sesuai dengan Perda No. 8 tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala
desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, di dalam
kesimpulannya terdapat juga beberapa paktor kendala yang mempengaruhi fungsi
legislasi BPD atau penyusunan dan penetapan Perdes adalah kesadaran
masyarakat, kualitas kerja aparatur desa dan BPD, kurangnya sosialisasi
pemerintah desa keada masyarakat dan kemampuan kinerja pemerintah desa
dalam menyampaikan peraturan desa kurang efektif.*°

Skripsi yang di susun oleh I Made Indrayana yang berjudul “pelaksanaan
fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) trehadap kinerja
kepala desa Antap Kecamatan Selemadag Kabupaten Tabanan’. Kesimpulan dari
pada penelitiannya bahwa pengawasan BPD terhadap kepala desa kurang optimal
disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidak merataan dalam
pembangunan desa dimasing-masing wilayah Desa Antap.*!

Selasnjutnya skripsi dengan judul “Pengawasan Badan Permusyawaratan
Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso
Kabupaten Pati” di dalam kesimpulannya Muhammad menjelaskan tahapan-

tahapan pengawasan yaitu pemantauan, pemeriksaan dan penilaian. BPD dalam

%Somadi alfagih, “Fungsi BPD Dalam Penyusunan Dan Penetapan Pertaturan Desa
(Studi Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes),” skripsi Mahasiswa limu
Hukum Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. 90

1| Made Indrayana, “pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) trehadap kinerja kepala desa Antap Kecamatan Selemadag Kabupaten Tabanan,” skripsi
mahasiswa llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali (2015), him. 76



melaksanakan pengawasannya menggunakan pengawasan langsung dan tidak
langsung. Pengawasan BPD tidak mengalami hambatan sehingga BPD mampu
bekerjasama baik dengan pemerintahan.*?

Sebuah tesis hasil penelitian lapangan oleh Ali Fauzan dengan judul
“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Terkait Dengan Peran Badan Permusyawarabtan Desa Dalam Penyusunan Dan
Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”. Di
dalam tesisnya beliau menyimpulkan BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi
yaitu proses pembuatan peraturan desa telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada, namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara
maksimal. Hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensipnya BPD di
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam membingkai peraturan-peraturan
yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam peraturan tidak tertulis.
Menurut beliau ada beberapa langkah untuk mengatasi kendala yaitu secara
internal dan cara external.*®

Dimensi-dimensi pemerintahan desa, buku yang ditulis tahun 1991 oleh
Dr. Taliziduhu Nadraha bahwa sebelum berganti nama BPD sebelumnya adalah
bernama Lembaga Musyaaroh Desa (LMD) yang terdapat dalam peraturan mentri

dalam negeri 1 tahun 1978, dalam buku ini di bab 12 sudah menjelaskan bebrapa

2 Muhammad Fiqqri Fajar Nugroho, “Pengawasan BPD Dalam Perencanaan
Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”, skripsi Sarjana Strata Satu
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), him. 107

3 Ali Fauzan, “Implementasi Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Terkait Dengan Peran Badan Permusyaarabtan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan
Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes,” tesis mahasiswa llmu Hukum Program
Pascasarjana UNDIP. Semarang (2010), him. 8.



pokok mengenai tugas, bentuk kedudukan, keanggotaan, organisasi, kewenangan
dan hak sampai ke tata hubungan.**

Dari pustaka-pustaka yang dianalisis, penyusun menganggap bahwa
peneliti tersebut masih berbicara di ranah legislasi atau dalam pembahasan
peraturan perundang-undangan desa, belum sampai pada ranah teknis atau
birokrasi desa dan BPD, sekalipun ada yang membahas birokrasi dan teknisnya
namun belum membahas secara khusus mengenai efetivitas pengawasan BPD
terhadap transparasi dana pemerintah desa. Adapun Penelitian yang dilakukan
oleh Made Indrayana memang sama meneliti tentang Fungsi pengawasan BPD
terhadap kepala desa, namun spesifikasi objek penelitiannya berbeda dan
penelitian ini juga memiliki sudut pandang atau teori yang berbeda yaitu sudut
pandangan Sadd al-Zari‘ah. sehingga penelitian ini tetap dapat dilanjutkan
mengingat keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan menjamur sampai ke-generasi

BPD di periode selanjutnya.

E. Kerangka Teoritik

Metode penemuan hukum Islam yang memformulasikan hukum
berdasarkan pada akibatnya disebut dengan Sadd Sadd al-Zar‘ah. Secara
metodologi hukum Islam Sadd al-Zarn ‘ah adalah suatu usaha yang sungguh-
sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat
yang ditimbulkan, yaitu dengan cara menghambat atau menyumbat segala sesuatu

yang menjadi perantara pada kerusakan. Akibat hukumnya sesuai dengan bobot

4 Taliziduhu Nadraha, Dimensi-dimensi pemerintahan desa, (Jakarta, PT. Bumi Aksara,
1997), him. 24.



mafsadat yang ditimbulkan. Yang menjadi dasar hukumnya adalah Firman Allah
SWT;

PV A) ple 1500 ) s (50 0e 58 ol | s Y g

Mencaci berhala tidak dilarang oleh Allah SWT, tetapi ayat ini melarang
mencaci dan menghina berhala karena larangan ini dapat membuka pintu ke arah
tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui
batas.

Kemudian firman Allah dalam surat An-nur;

VY Gl Ge Cpidala aled Geda b F s Y

Pada dasarnya Syari‘at tidak melarang perempuan untuk menghentakan
atau memukulkan kakinya (perempuan), namun dengan menghentakan kaki
tersebut akan menyebabkan terdengar perhiasan yang dipakainya sehingga
mengundang perhatian laki-laki dan terdapat potensi untuk melakukan zina.

Selanjutnya Hadis Rasulullah SAW:

(Aale (Bila)Ad ady o)) gy pand) Jga ala (b Apalas A aa Gl gY)

Hadis ini menjelaskan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat menarik
kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan-kemungkinan akan
terjerumus mengerjakannya kemaksiatan itu daripada kemungkinan dapat
memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang

perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

*Qs. Al-an’am 6 : 108.

8QS. An-nur 24 :31.

’Drs. Muin Umardkk.,Ushul Fikih I, (Jakarta: Proyek pembinaan Prasarana Perguruan
Tinggi Agama/lAIN, 1985), him. 159-163.
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Tujuan dari pada sadd al-<ari ‘ah lalah untuk memudahkan terciptanya
kemaslahatan atau terhindar dari keumngkinan berbuat maksiat, pekerjaan yang
di dalamnya mengandung kemungkinan untuk berbuat maksiat inilah yang
menjadi objek dari pada sadd alzari ‘ah.

Pemerintah desa sebagai badan publik yang bertanggung jawab atas
kepentingan masyarakat, maka keterbukaan harus diprioritaskan oleh pemerintah
dalam hal apapun, salah satunya dalam bidang dana. Keterbukaan dana
pemerintah desa akan berdampak fositif terhadap antusisas, kerjasama atau
partisipasi masyarakat. Sebaliknya jika pemerintah desa tidak terbuka akan
membangun paradigma masyarakat untuk melawan, hilangnya kepercayaan,
merasa dibodohi dan tidak patuh terhadap ajakan dan perintah pemerintah desa.

Keterbukaan berasal dari kata terbuka yang memiliki atri tidak sengaja
dibuka, tidak tertutup, tidak terbatas pada orang tertentu saja, tdak di rahasiakan.®
Keterbukaan adalah yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat
diberikan dan dapat diperoleh masyarakat luas.

Keterbukaan sangat penting dalam berkomunikasi, sikap keterbukaan
diantara mananusia akan dapat melancarkan informasi dan pada akhirnya akan
dapat memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan keterbukaan itu
mansia akan dapat menyerap berbagai kelebihan dan kekurangan yang manusia
miliki. Dan dengan itu pula manusia akan bersikap dan berprilaku mau
menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang, kelompok atau suku bangsa lain.

Sikap keterbukaan juga akan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Budi

8Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :(1991:151).
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pekerti dalam hubungannya dengan penerapan sikap berbudi pekerti luhur, salah
satu sasrannya adalah membangun dan menumbuh kembangkan individi-individu
yang berjiwa demokratis.™

Dengan  pentingnya  keterbukaan ini, maka peraturan juga
memformulasikan aturan berupa kewajiban dan larangan untuk pemerintah desa.
Kewajiban bagi pemerintah desa ialah sebagai berikut:

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir
tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir
masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara
tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun
anggaran, dan

d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi peyelenggaraan
pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun
naggaran.”®

Selanjutnya pemerintah desa juga dilarang untuk melakukan beberapa hal
sebagai berikut:
a. Merugikan kepentingan umum
b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain dan/atau golongan lain.
c. Menyalahkan gunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban.?
Dari semua kewajiban dan larangan untuk pemerintah desa di atas dapat
disimpulkan, bahwa untuk menggapai semua itu adalah dengan keterbukaan
informasi publik. Yang menjdi dasarnya adalah:
a. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara
berkala.

b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
c. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

Yhttp://egxci.blogspot.co.id, keterbukaan-budi-pekerti. HtmI?m=1. Akses 21 januari 2013,
jam 09:26.

*%pasal 27 huruf a-d,Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa

*'Pasal 29 huruf a-c



http://egxci.blogspot.co.id/
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Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

Informasi mengenai laporan keuangan: dan/atau;

Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memberikan informasi dan menyampaikan informasi publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam)

bulan sekali.

h. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh
masyarakatdan dalam bahasa yang mudah dipahami.

I. Cara-cara sebagaimana dimakksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut
oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik
terkait.

J. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan

dan menyampaikan informasi secara berkala sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis

Komisi Informasi.

«Q o o

Berdasarkan UU diatas jelas bahwa pemerintah Desa sebagai Badan
Publik yang wajib memperhatikan dan menjalankan ketentuan tersebut.
Pemerintah juga manusia yang sangat besar kemungkinan melakukan kesalahan
atau kehilafan terkait kewajiban dan larangannya, maka BPD sebagai unsur
pemerintah dan fartner dari kepala desa berkawajiban untuk mengingatkan dan
mengawasi Kinerja pemerintah desa. Terutama dalam bidang keterbukaan
informasi publik khususnya dalam bidang dana atau transparansi dana pemerintah
desa.

Semua  kegiatan  pemerintah  desa  dalam  menyelenggarakan
pemerintahannya harus sesuai dengan perencanaan diawal tahun untuk
pembagunan desa tentu memerlukan dana, dan dana tersebut pasti turunnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya upaya yang harus dilakukan

oleh BPD untuk menjaga keterbukaan pemerintah. Upaya tersebut adalah dengan

“pasal 9 ayat (1-6),Undang-Undan Republik Indonesia No. 14 tahun 2008, tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
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cara mengawasi pemerintah desa agar pemerintah desa dapat terbuka dengan
maksiaml. Pengawasan ini pula yang menjadi upaya BPD untuk menutup peluang
pemerintah desa melakukan pelanggaran atau kemaksiatan dalam bidang dana.
Dengan pengawasn ini diharapkan pemerintah desa dapat terbuka secara total
kemudian pemerintah tidak mempunyai kesempatan atau peluang untuk
melakukan kecurangan yang dapat merugikan kepetingan umum masyarakat desa

Pangkalan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur yang amat signifikan untuk menemukan jawaban
yang ingin dicapai sementara metode penelitian merupakan strategi atau cara agar
sebuah penelitian mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan
keinginan. Oleh karena itu, dengan metode penelitian ini diharapkan bisa menjadi
jawaban dari rumusan masalah yang telah diurai sehingga hasil penelitian/riset
tersebut mempunyai kugunaan.

1. Jenis penelitian

Dalam tahapan ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif (file
reseach). Tujuannya adalah untuk mengetahui praktik pengawasan BPD
dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap pemerintah desa

Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, yang

digolongkan dalam jenis penelitian korelasional, yaitu penelitian yang

bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan diantara variabel-variabel
yang diteliti tanpa melakukan suatu intervensi terhadap pariasi variabel-

variabel yang bersangkutan sehingga data yang diperoleh merupakan data
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alamiah seperti apa adanya.”® Data-data tersebut kemudian dideskripsikan
dan dianalisis sehingga mampu menjawab pokok masalah diatas.

Data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini memuat dua

jenis data yaitu.

a. Data primer yaitu data yang dihasilkan langsung dari
pelaku, anggota BPD, pemerintah desa, tokoh masyarakat
dan dokumentasi tempat peneitian.

b. Data skunder vyaitu berbagai informasi yang berkaitan
dengan judul tersebut meliputi buku-buku penujang, kitab-
kitab, Undang-undang, dan peraturan peratuan lainnya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan
menggabarkan dan menjelaskan secara sistematik mengenai praktik
pengawasan BPD terhadap transparansi dana pemerintah desa. Metode
deskiptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah
yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.
Untuk kemudian dianalisis menurut tinjauan sadd al-zari ‘ah.

3. Subyek penelitian

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Pengertian
purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang

tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

2 saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (yogyakarta: Pustaka Pajar, 1998). HIm. 21.
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mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelliti
menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.?* Untuk memenuhi kebutuhan
data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka
perencanaan untuk penentuan nara sumber diantaranya, ketua BPD,
anggota BPD, kepala desa, perangkat desa dan informan yang berkaitan
dengan penelitian seperti mantan ketua BPD dan tokoh masyarakat.
4. Metode pengumpulan data
Dalam pengumpulan data, Penyusun menggunakan metode sebagai
berikut:
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan
sistematis yang diselidiki.”> Observasi sebagai teknik pengumpulan
data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik
yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara dan
kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi
tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang
lainnya. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan
bila, peneliti berkenaan dengan prilaku manusia, proses Kerja,

gejala-gejala alam dan bila respon yang diamati tidak terlalu besar.

24

M. Nashihun Ulwan, “Teknik Pengambilan Sampel dengan Metode Purposive
Sampling,” http://mwww.portal-statistik.com, akses 20 febrruari 2014, jam 23:11

% sutrisno Hadi, Metodologi Research, Cet. XXIX (Yogyakarta: Andi Offset), him. 165


http://www.portal-statistik.com/
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b. Wawancara atau interview

Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau
kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan
seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar
belakang masyarakat, sumber daya alam, sumber daya mausia,
pendidikan, sikap terhadap sesuatu dan lain sebagainya.”®

Penelitian dengan melakukan metode wawancara/interview
untuk memperkaya data mengenai pengawasan BPD, strategi atau
metode pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Dana Desa oleh
pemerintah desa, keluhan masyarakat. adapun dari segi seputar
Badan Permusyaaratan Desa meliputi, faktor pendukung dan
penghambat fungsi pengawasan BPD terhadap transparansi dana
oleh pemerintah desa. Jumlah responden yang akan diwawancarai
adalah 10 orang, yaitu anggota BPD dua orang, pemerintah desa
dua orang, tokoh masyarakat 5 orang dan ketua MUI.
C. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi.
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

*®Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), him. 198.
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Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak
begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya
masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang
diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.?’

Peneliti dalam menggunakan metode dokumentasi ini
diharapkan bisa mendapatkan data berupa letak geografis, sejarah
singkat berdirinya desa, struktur pemerintah desa, angota BPD,
data perangkat desa dan anggota BPD dan surat-surat legalitas di
Desa Pangkalan Kec. Langkaplancer Kab. Pangandaran.

5. Validasi data

Untuk menguji keabsahan data yang telah ada, peneliti
menggunakan teknik trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber
berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda
dengan teknik yang sama.’®. Peneliti menggunakan observasi
partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

6. Metode analisis data

Dalam tahapan analisis data, peneliti menggunakan analisis
data model Miles Huberman. Adapun langkah-langkah dari analisis
data model Miles Huberman (1984):%°

a) Reduksi data (Data Reduction)

7 Ibid.,hIm. 274.
%8| bid., him. 330.

2Ibid.,him. 388-345.
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Reduks data adalah proses merangkum informasi
yang telah didapat dari tiga teknik yang telah dilakukan,
memilih hal-hal yang pokok yang berkaitan dengan
penelitian, memfokuskan pada hal-hal yang diperlukan dari
tema atau judul yang diambil. Dengan demikian data yang
telah direduksi dapat memberikan informasi atau gambaran
yang jelas dan mempermudah peneliti untuk menemukan
data yang dicari selanjutnya.

b) Penyajian data (Data Display)

Daam penelitian kualitatif penygjian data dalam
bentuk uraian, bagan dan teks yang bersifat naratif. Dengan
penygjian data maka akan mempermudah untuk memahami
informasi yang diperoleh.

C) Penarikan kesimpulan (Verivication)

Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan
verifikasi dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid
untuk mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya.
Dengan demikian kesimpulan dapat menjawab sebagian

dari rumusan masalah yang ada sgjak awal.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan sekripsi ini dan juga dalam setiap
penygjian karya tulis diharapkan tersgji secara sistematis maka penyusun
membagi pembahasan dalam karya tulis ini kedalam lima bab pembahasan.
Adapun pembagian pembahasan dalam karyatulis ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan
yaitu pertama, latar belakang masalah yang memuat mengapa penelitian ini perlu
dilakukan dan apa yang melatar belakangi masalah ini. Kedua, rumusan masalah
yang memberi penegasan terhadap latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan
kegunaan penelitian, yaitu apa yang akan dicapai dan apakontribusi penelitian ini.
Keempat, tinjauan pustaka adalah memberikan penelusuran tentang penelitian-
penelitian atau karya tulis yang ada dan untuk mengetahui bahwa penelitian yang
akan diteliti ini merupakan sebuah penelitan yang baru dan belum diteliti oleh
orang lain. Kelima, kerangka teoritik, merupakan pola berfikir atau kerangka
berfikir dalam memecahkan masalah atau pandangan-pandangan teori yang
berhubungan dengan penelitian ini. Keenam, metode penelitian, langkah-langkah
yang akan ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisa permasalahan.
Ketujuh, untuk mensistematiskan gambaran awal penelitian.

Bab dua adalah tinjauan umum tentang pengawasan dan sadd al-zari “ah.

Bab tiga adalah tinjauan umum Desa Pangkalan dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) serata hasil penelitian terkait implementasi atau
praktik pengawasan BPD.

Bab empat adalah analisis terhadap data yang didapat peneliti dari semua
responden terkait pokok permsalahan efektivitas pengawasan Badan

Permusyawarabtan Desa (BPD) desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar
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Permusyawarabtan Desa (BPD) desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar
Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan teori sadd al-<ar ‘ah, penghambat
dan pendukung pengawasan BPD.

Bab lima yaitu penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran atas
penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data dan fakta lapangan.

Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti.



A

BAB V

PENUTUP

SIMPULAN

1.

Anggota BPD dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian
pemberdayaan, bagian pembanguan dan bagian pemerintahan.
Pengawasan BPD terhadap transparansi dana pemerintah desa
dilakukan dengan 4 (empat) tahap yaitu musyawaroh, penelaahan
berkas, pengontrolan dan kunjungan kerja.

Pengawasasn BPD pada tahap musyawarah dan tahap penelaahan
secara prosedur dan mekanismenya sudah efektif. Namun, disisi
lain BPD melupakan tujuan syara‘, prinsip asliyah dan aktif/fasif.
Tujuan syara‘ yang dimaksud adalah hifz al-mal atau menjaga dana
desa, BPD melupakan tujuan sayara’ ini dengan memperbolehkan
dan menganjurkan rapat internal pemerintah desa tanpa kehadiran
BPD. Musyawarah internal ini bertujuan untuk kemaslahatan
pemerintah saja sementara kemungkinan penyelewengan atau
kerusakan atau penyelewengan sebab musyawarah tersebut tidak di
hiraukan, hal ini menyalahi prinsip asliyah yaitu mengutamakan
terhindar dari kerusakan dari pada mengambil kemaslahatan.
Begitu juga dengan aktif dan fasif, dalam arti kemaslahatan yang

dimaksud BPD tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di desa

84
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tersebut atau tidak sesuai dengan ketentuan UU no 6 tahun 2014
tentang desa.

Pengawasan pada tahap pengontrolan dan tahap kunjungan kerja
juga kurang efektif. Karena dalam pengontrolan BPD tidak sampai
mengontrol dana dan dalam kunjungan kerja juga tidak sampai
mengarahkan pemerintah untuk mensosialisasikan laporan dana
pembangunan kepada masyarakat. Dalam hal ini BPD juga
melupakan tiga pendekatan seperti pada tahap musyawarah di atas
yaitu tujuan syara (hifz almal), prinsip asliyah dan akti/pasif.
Efektivitas pengawasan BPD terkendala oleh beberapa hal yaitu:
kurang erat hubungan BPD dengan masyarakat, tidak semua
anggota BPD hasil pilihan masyarakat, BPD dalam memahami hak
pengawasannya tidak sampai berhak untuk mengaudit dana secara
langsung. Sementara pendukungnya BPD sudah mempunyai
pegangan dalm bentuk RPK atau RPJM dan BPD suadah ada di

masing-masing dusun.

Saran-Saran

1.

2.

BPD harus mengarahkan pemerintah untuk mensosialisikan atau
menjelaskan pengeluaran dana pada setiap pembangunan dan
program kerja yang sudah terlaksana disetiap dusun atau setidaknya
sudah terpasang di papan inpormasi kantor desa.

Tugas BPD ditambah dengan pengauditan dana secara langsung,

sehingga BPD tidak sekedar mengandalkan laporan dari
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pemerintah desa. Tujuannya agar BPD sebagai wakil dari
masyarakat tahu dana yang dihabiskan berapa dan dana yang
tersisa berapa, untuk disosialisasikan kepada masyarakat..

BPD harus mensosialisasikan bahwa dirinya sebagai BPD kepada
masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan tahu bahwa ada
fasilitas untuk menyalurkanm aspirasi mereka.

BPD harus mampuh membuat masyarakat nyaman, sehingga
mudah diajak komunikasi, kerjasama dan terbuka ketika akan
dilaksanakan proyek atau perealisasian program kerja pemerintah
desa.

BPD harus lebih peduli terhadap keluhan masyarakat daripada
kepentingan pemerintah desa, sebab masyaraakat tidak mempunyai
banyak celah untuk merugikan kepentingan umum, semntra

pemerintah sebaliknya.
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Lampiran |

DAFTAR TERJEMAHAN

No | HIm. Foot TerjemahanTeks-Teks Arab
Note
BAB I
1 9 14 Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah
selain Allah karena nanti mereka akan memaki Allah dengan
tanpa batas pengetahuan.
2 9 15 Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar
diketahui perhiasandikakimereka yang disembunyikan.
3 9 16 Ketahuilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang
(dilakukan) kepadanya. Barangsiapa yang menggembalakan
(ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus
kedalamnya.
BAB 11
4 35 12 Mmenolak segala kemfsadatan lebih didahulukan daripada
mengambil kemaslahatan.
5 37 15 Sama dengan foot note 14, him. 9.
BAB IV
6 75 6 Sama dengan foot note 12, him. 35.
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANGGOTA BPD

A. Praktik Pengawasan

1.

2
3
4.
S)
6
7

Menurut anda sebagai anggota BPD, bagaimana perran BPD di Desa
Pangkalan.

Bagaimana hubungan BPD dengan Pemerintah Desa?

Apakah BPD mempunyai hak pengawasan?

Mengawasi dalam bidang apa saja?

Apa dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas pengawasan?
Bagaimana cara anda melakukan pengawasan terkait dana Desa?

Bagaimana tanggapan Bapak jika transparansi dana Desa tidak optimal?

B. Efektivitas Pengawasan

1.

ok w0

Adakah upaya untuk membuat BPD membuat pemerintah desa tidak
melakukan kecurangan dana Desa?

Apakah BPD selalu ikut dalam setiap agenda musyawarah?

Apakah BPD selalu mengawasi dalam setiap rencana Desa?

Adakah hambatan dalam melaksanakan pengawasan didesa Pangkalan?

Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEMERINTAH DESA

Bagaimaa target yang diprioritaskan untuk membangun desa ini

Bagaimana hubungan dengan BPD desa Pangkalan?

Bagaiman Pemeritah Desa memposisikan BPD didesa ini?

Adakah agenda pertemuan pemerintah desa dengan masyarakat serta
mengikutsertakan BPD?

Siapakah yang mengadaka pertemuan tersebut?

Metide apa yang di gunakan untuk mengambil dalam setiap pertemuan?
Adakah agenda khusus internal desa?

Adakah agenda untuk mensosialisasikan kegiatan dan dana Desa?

Bagaimana cara mensosialisasiknny?



PEDOMAN WAWANCAR UNTUK TOKOH MASYARAKAT

Bagaimana pandangan bapak terkait BPD Desa Pangkalan (BPD dusun ini)?
Bagaimn pandangan bapak terkait sosialisasi dana pemerintah desa?

. Apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi, bagaimana dan dalam
bentuk apa mensosialisasikannya?

Bagaiman pandangan bapak terkait hubungan BPD dengan pemeritah dan
hubungan BPD dengan masyarakat?

Dengan keberadaan BPD di Dusun Bapak, apa yang bapa rasakan dan
bagaimana respon masyarakat?

Bagaimana harapan bapa sebagai masyarakat terhadap BPD dan pemerintah

desa?”
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HASILWAWANCARA 1
Dengan Bapak Abdullah Yusuf;
(Tokoh masyarakat dususn Cigangsa sekaligus mantan ketua BPD)

Bagaimana pandangan bapakn terkait BPD dan Bagaimana harapan bapak
dari pemerintah desa?

Keinginan masyarakat. hidup bermasyarakat itu ingin ada peningkatan
semakin baik semakin baik itu pasti. Jadi yang diinginkan masyarakat munkin yang
pertama jangan terlalu memebebanai dalam arti materi. yang kedua ingin ada
keterbukaan dari pihak pemerintah jangan ada istilah masyarakat itu seolah olah
dibodohi atau masyarakaat hanya di jadikan alat saja padahal alam sekarangkan alam
keterbukaan. Jadi keinginan masyarakat itu, ketika ada apa-apa berupa dana yang
turun dari pemerintahan tingkat atas yang masuk ke desa masyarakat ingin tahu
berapa besarnya dan buat apa kegunaannya sehingga masyarakat ada partisipasi
dalam rangka pengwasan jadi masyarakat ingin mengetahui dan ingin mengawasi
betulkah dilaksanakan dilakukan program yang dilakukan pemerintah sehingga
asyarakat tahu.

Bagaimana peran BPD dalam pengawasan?

Rasa-rasa takut oleh BPD memang ada, cuman pada saat itu BPD terlalu oper
dalam pengawasannya. Seharusnya BPD itu yang mengawasi malah didalamnnya
justru BPD ikut dalam proyek itu BPD jadi BPD ikut bekerja dan penjadi pengurus
proyek saat ituy, jadi salah kaprah itu dulu terjadi. Kalao jaman saya dulu nggak
pernah ikut campur, paling hanya mengecek apakan sesuai dengan ketentuan yang
sudah disepakati ketika ada kelainan BPD yang menegur pemerintah selanjutnya
dibenarkan oleh pemerintah.( ada yang blum tertulis)

Bagaimana Hubungan BPD dulu dengan Pemerintah dan masyarakat?

Dalam dalam bidang pembangunan, keuangan, kemajuan ekonomi
masyarakat. tapi mungkin dengan pemerintah baru yang sekarang. Baru naik lagi
maksudnya. Mudah-mudahan ada perubahan yag signipikan, saya perhatiakan ada,
ada kemauan dari peperintayhh desa. Didesa itu bukan hanya 2, 3, 4, glintur saja
yang mampu, banyak program dan prangkat dessa yang terbentuk, ada kepala dusu
merangkap dengan jabatan lain, ada BPD merngkap dengan jabatamn lain. Di
pemerinyahan sekarang sudah mulai terlihat perubahannya jdi  sudah mulai
menghilangkan jabatan jabatan rangkap di pemerintahdesa. Karena jika pemerintah



merangkap dengan organisasdi lain malah tidak ada yang tergarap satupun, jadi tidak
fokos, kemauan saya begini jika si A jadi BPD jabatan lain yang di pegannya buat
yang lain saja, karensa masih banayak orang yang mampu dalam bidang itu sehingga
dengan demikian terbukalah lapangkerja buat yang lain....dan itu saya yang
mengusulkan saat berbincan-bincang dengan pak kepala desa.

Saat ini masyrakat berkonsultasi bukan sama BPD, dan juga aspirasi dan
konsultasi tu bukn pada BPD tapi kadang-kadang malah langsung pada pemerintah
desa. Jadi fungsi aspirasi dari BPD itu, kurannya di sana. Sehingga masyarakat ketika
inging berkonsultasi atau beraspirasi bukan sama BPD. Ini berati ada kecenderungan
berkurangya kepercayaan masyarakat pada BPD, bukan terlalu salah, sebab ketika
aspirasi langsung ke pemerintah biassanya disampaikan oleh pemerintah pada forum
saat musyawarah dengan BPD dulu pada zaman saya....

Bagaimana Kehawatiran bapak jika BPD kurang bisa merangkul masyarakat.
atau masyarakat tidak merasa terwakili?

Saat ini pengawasan BPD belum sampai sana.

memang harunya seperti itu, BPD punya catatan dan di masing-masing dusun
juga. Nanti BPD mengawasinya gampang. Sehingga masyarakat percaya sama BPD.
Justru mungkin itu kurangnnya keberhasilan dalam pengawasan dari fihak yang
seharusnya mengawasi. Jadi sepertinya gara-gara BPD tidak tahu, sebenarnya BPD
harus tahu...

HASIL WAWANCARA 2
Wawancara Dengan Bapak Andri
( Sekretaris BPD Desa Pangkalan)
Bagaiamana upaya pengawasan BPD?

Kita telaah, kemudian mengenai apa saja yang akan dilakukan pemerintah itu
dikontrol mengenai keuangan, sehingga bisa terealisasi. Mengenai pembangunan
secara realitanya kepada pemerintah dewsa. Kalo tidak sala ada TPK /LPM yang
melaksanakannya. Setelah ada realisasi pembangunan kami melaksanakan kunjungan
kerja.

Dalam pembangunan tersebut memang ada beberapa hal yang tidak singkron
dengan proposal atau catatan tapi kami selaku pengawas mengarahkan dan
mendapatkan solusi terbaik untuk pembangunan yang bagus. Kedua, pengawasan
sumber pemberdayaan memang kami juga ada pembagian tugas , kesembilan anggota
BPD ini kami bekerja sama dalam pengawasan ini sehingga punya job masing-
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masiing. Di bidang pembanunan, apasaja yang dilakukan pemerintah di budang
pemeberdayaan.

1. Job. Pembangunan, jojo sutarjo, agus ramli,
2. Job pemberdayaan, andri, alihin , misnaan.
3. Job pemerintahan, muksin guntoro , tatang herdiawan, odin.

Bagaimana upaya BPD dalam mengawasi dana desa?

Ada agenda khusus memang ada tpi tidak bisa di bicarakan secra prontal. Kita
ada agenda khusus antara BPD dengan pemerintah.

Belum terealisasi dalam bentuk baner, tapi kita sudah ada wacana untuk itu.
RAPBdes harus ada di setiap tempat perkumpulan orang dalam bentuk fotokopi atau
banner. Bahkan sudah ada komunikasi dengan pemnerintah. Bahkan yang sudah
terealisasi itu dalam pembangunan, kami menginstruksikan sebelum membangun
pembangunan dalam satu titik itu harus ada anggarannya dulu. Ini anggarannya
berapa terus dikerjakannya berapa hari sebelum pelaksanakan pemnbangunan. Jadi
sudah terealisasli dalam bentuk minimal masyarakat itu tahu anggarannya berapa
pembangunnannya sampai dimana.

Yang melaksanakan pembangunan itu oleh LPM dipimpin oleh ekbang, TPK
dusun itu yang mengatur adalah LPM sehingga BPD hanya mengontrol LPM dan
tidak perlu mengontrol di Dusum.

Pertanyaan “apakh BPD sudah membuat pemerintah itu sudah merasa
diawasi, sehingga pemerintah tertutup jslsn untuk melakaukan kkn?”

Apakah perlu diberitahukan?...

HASIL WAWANCARA 3
Dengan Bapak Hj. Apih
(tokoh masyarakat Dusun cibatu)

Bagaimana pandangan bapak terkait BPD dan Bagaimana harapan bapak dari
pemerintah desa?

Politik. jadi sebenarnya malah basa-basi nggak jelas misinya itu, terkadang
bisa dikatakan buat saya peribadi nggak cocok. Karena mempunyai jiwa
menguntungkan dirinya sendiri. (kepala desa sekarang) di lingkungan ini kan disini
sudah jelas lingkungan agama. Jadi, Masalah lima calon saya mengharapkn dri nu yg
duduk di atas.
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Penjualan beras punya masyarakat yang dikasih sama pemerintah. Pada saat
pak ruruh. Seakan itu kesalahan pak ruruh. Hanya pak ruruh kurang mental saja,
memang kalau menurut hukum perdaata salahtapi sipat manusias kan tempat salah
dan benar.

Apa peran BPD. ...?
Kulukum roin masulun anroiyatihi. Kita kan agama .
Apakah dengan keberadaan BPD masyarakat merasa terwakili?

Insyaallah sudah mengawasi. Jadi membuat masyarakat grogi. Kalau masalah
BPD sampai sat ini yang menjadi wakil masyarkaat sudah bejalan.

Pak agus Ramli sebagai BPD DKM 2. Dan Odin. Sudah pro ke-masyarakat.
jadi masyarakat tidak ada keraguan yang saya temukan. Pak odin juga sudah menjadi
BPD saat pak ruruh. Tapi saya tidak tahu peran BPD saat itu. Saya tahu setelah ada
kasusnya saja. Saat itu perangkat desa kena semua pokonya kalo menrut saya saat
itu. Sebab dulu juga di panggil para BPD saat itu.

HASIL WAWANCARA 4
Dengan Bapak kyai Momon
Wawancara kg momon MUI

Bagaimana pandangan bapakn terkait BPD dan Bagaimana harapan bapak
dari pemerintah desa?

Pengawasan BPD sudah Efektif secara umum.
Mengawasinya dalam bentuk kauangan bagaimana?
Terjun ke lokasi, tmpat proyek.

Terkait pengaasan BPD juga mungkin masih ada rasa terbawa atau
terkendalikan oleh kepala desa yang baru, jadi pelaksanaan yang lainnya sepertrinya
belum sebebas seperti pada jaman pak kuwu ruruh. Jadi BPD sekarang mungkin liat
karakter kepala desanya dulu.

Bagaimana hubungan BPD dengan pemerintah desa dan masyarakat?

Hubungan bpd dengan pemerintah. Bagus tidak ada hal-hal yang
bersebrangan,

Kalo liat kuwu ruruh gerakan pembangunannya ada tapi dalam kondisi
pemerintahannya agak lemah, munghkin bisa agak ngelunjak sedikut. Berbeda
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dengan pak ukar (Kep. Desa sekarang), jadi BPD mengkaji dulu keadaan kepala
Desa.

Secara umum BPD masih bisa meluruskan , masih ditanggapi oleh
masyarakat. secara khususna ditingkat daerah dusun masing-masing, ada BPD yang
kurang mewakili bagi masyarakatnya.

Bisa melihat aspirasi masyakyat, masalah apa yang berhubungan dengan
masyarakat atau desa diantaranya kalo di dusun-dusun, Jadi belum rata-rata sertiap
dusun BPD-nya merasa terwakili oleh BPD.

Pemilihan BPD atau dibentuknya bpd. dulu ada tim sebelas sebelum BPD ada.
Tokoh tim sebeals

Disamakn seperti di pusat DPR / BPD. menurut aturan memang sama Yyaitu
sesuai pemilihan di Dusun. Atau mungkin penunjukan. Misalkan sekarang adadari
desa ada aturan harus membuat perwakilan dari tiap-tiap dusun. Jadi mungkin saja
langsung ditunjuk yang diajukan dusun masing-mamsing. Kalo ketuanya hasil
pemilihan di tingkat Desa, saat zaman pak Ruruh. Perewakilan dari dusun-dusun, lalu
didesa membuat ketua.

Disini juga tidak pemilihan dalam menentukan calon anggota BPD (dusun
Cigangsa). Tetapi ditunjuk tokkoh masyarakat, berdasarkan aspirasi masyarakat
setempat.

Yang menjadi pertimbangan kenapa memilih kang misnan dan jojo ssampai
bisa di ajukan sebagai calon anggora BPD?

Jadi kepala dusun bertanya padatokoh masyarakat, siapa kiranya yang akan
diajukan menjadi anggota BPD desa dari cigangsa? Lalu hasinya di tawarkan pada
masyarakatssaat pengajian mingguan rutin di Dusaun tersebut. Setuju tidak? Kalo di
dusun lain memang ada yang langsung dipilih dan prosedurnya tidak seperti ini.

Saya setuju, bahwa mungkin saja masyarakat tidak menghargai BPD, karena
mungkin golongan menunjuk tanpa mensosialisasikan pada masyarakat.



HASIL WAWANCARA 5
Dengan Bapak Maman

(tokoh masyarakat dusun Citarunggang sekaligus peneasehat ketua pemuda dan
beliau sebagai mantan ketua karang taruna pertama di Desa Pangkalan.)

Pandangan bapa terkait masyarakat yang ada disini bagai mana dalam
mennaggapi BPD atau pemertintah desa pangkalan ini?

Jadi gini , aki tidak terlalu banyak tahu pemerintahan desa yang sekarang.
Namun kalo BPD dari awal ada BPD juga jadi yang bikin saya kurang serius karena
aki kurang sependapat saat ini BPD seperti pemerintah. Kalo harpan saya BPD itu
pengawal dan pengawas pemerintah kalo di atas ya mkungklin DPR. Jadi memberi
nasihat atyau patwa. Danbukan BPD yang sekarang saja tapi BPD yang dulu juga
seperti itu.

Tpi kalo menurut saya pak icang sudah cukup bagus.
BPD pak odik, buat masyaraklat sudah cukup mewakili masyarakat?

Bingung, sering terdengar ngomel-ngomel masyarakat. Masyarakat
menganggap bahwa BPD seperti yang memihak pada pemerintah, bukan sama
masyarakat.

Masalah kinerja BPD dusun ini, kalo dusun yang lain sya tidak tahu, jadi
sikap dan pembicaraannya itu seperti pemerintah, padahalkan pengaawas pemerintah.
Bahkan dulu malah mengaku saya itu adalah pemerintah.

Apakah masyarakat menganggp BPD tu tidak klop pada masyarakat?

Mungkin blok-blokan ada pro kontra, sebab begini kalupun ada aparat yang
kurang benerpun kalo BPD-nya bisa di tempel oleh pemerintah, BPD juga malah ikut
memihak pemerintah. Dulu inimah, ada golongan kata anak-anak, banyak yang
menjelekan, ada kasus beger (pacaran), tapi ada yang bela dan yang bela itu adalah
yang delket dengan yang suka begeitu sehingga dia menutup nutupi kejelekanya,. Jadi
pro dan kontra.

Pandangan Bapak, bagaimana keadaan seperti ini bisa terjadi?

Karenan BPD bukan hasil pemilihan, tau-tau jadi bahwa si ini adalah BPD
dusun citarunggang.

Kalau pandangan Bapak, bagaimana sikap BPD dusun dalam memngawasi
pemerintah?

Yang sekarang itu kayaknya tidak akan terlalu berani aja BPD sama
pemerintah.Kadang-kadang sejalan dengan pemerintah baik dalam apapun. Itu yang



sering saya dengar dari rumpian-rumpian sebagian masyarakat dusun sini. Jadi kalo
dlam mingguan kan BPD suka sambutan, terus banyak masyarakat yang ngerumpi,
itu BPDnya ya? terus siapa yang memilihnya itu. ada yang bilang bahwa yang
mendaptarkan itu dari golongan langsung. Dan di bentuknya pada zaman pak ruruh.

HASIL WAWANCARA 6
Dengan Bapak Darusman
(Tokoh masyarakat Dsn. Cibatu)

Dulu. Ketika herli dan deede hasim. Selanjutnya satu orang yaitu Herli, yang
terakhir yaitu 2013 yang terpilin adalah alihin. Kalau andri dimunta untuk
menggantikan BPD sebelumnya yaitu ABAS karena abas sudah diangkat menjdai
PNS. Ketua BPDnya sekarang ajengan Misnan.

Pak Alihin pernah  mengadakan musyawarah-musyawarah buat didusun
cibatu?

Pernahlah, bahkan kalo mau dibilang sering juga sering, jadi yang mengajak
selalu BPD dan kerpala dusun. Dan selalu mendengar hasil kesimpulannya.

Kalo begitu menurut bapak pak alihin cukup mewakili?
Cukup.

Dlam hal keuangan masyarakat pernahmengalami kekecewaan dari
pemerintah,?

Tidak pernah, soalmya kalo disini kalo ada program umpamanya mau
membuat jalan buat ke astana sekitar 300 meter, jadi dana-nya sudah diketahui.
Sehingga dapat diketahui sekian meter rencna pembuatan jalannya. Jadi keliatan
tidak ada sifat cangcaya (haatir). Pokonya pelaksanaan disini seperti ini sekarang dari
desa sekian dipotong denmgan pajak sekian, jadi masyarakat tidak banyak komentar
karena sudah biasa. Jadi dana desa benar-benar sampai, buktinya seperti ini: datang
dari desa ada segini tpi harus diperjuangken , intinya ada yang mau minmta bagian
dari desa untuk desa,,, jadi BPD malah membentak dan bersikeras untuk melarang
desa mengambil bagian dari dana tersebut.

Alhmdulillah umur sudah 64 tahun, 40 thun disini aslinya orang langkap. Jadi
mengalami jaman pak kuwu ini gini pak kuwu ini gini. Memangkan jaman dulu kan
nggak ada anggaran termasuk gajih yang disebut pancen... jadi kalo mau membangun
desa masyarakat melaksanakan urunan. Berbeda dengan sekarang dadna sudah
banyak dan masyarakat tidak dituntut urunan lagi.

Xl



Sekarang sudah tidak ada Urdes. Memang awalnya ketika mau bayar PBB
suka di minta Urdesnya, terus saya berintruksi, dulu pak kuwu yang menghilangka
pancen, kalo bisa Urdesnya juuga dihilangkan, kan katanya uang tu ngalir dderaasd
dari sana buat desa kenapa harus urdes? Disini tidak adfa yang menerangkan
golongan juga tida bahwa urdes untuk apa... yaudah biarnanti saya pelajari dulu (
kuwu) dan akhirnya urdes menjadi 20.000/kk. Kalo sesk ARANG manu di hilangkan
secara tyotal. Dan sekarang suddah terasa tidddak ada pungutan apa apa.

HASIL WAWANCARA 7
Dengan Bapak Cecep Nuryaman.
(Tokoh masyarakat Dusun cigoroek)
Apa yang Bapak harapkan dengan adanya BPD?

Sosialisasi pemerintah desa, harapan saya didesa ada laporan keuangan secara
terpampang, bukan berarti dikampung. Sukur sukur kalo di kampung bisa ada. 2m
lebih untuk satu desa setahu saya, kalo dri DD 40 % pisik 60 % pemberdayaan dan
yang lain. Kalo kata pendamping desa DD bisa keluar jika didesa tersebut prodak
unggulan, baik dari pertanian atau industri, kalau sudah seperti itu DD bisa keluar
minimal 50 %.

Anggaran segitu tidak bakalan cukup, harusnya partisipasi atau suadaya.
Pembangunan sekarang malah seolah tidak ada suadaya padahal ada suadaya
sebenarnya. Seperti hari sabtu di suadaakan untuk kelompok pemuda. . . . .
.Pengawasan BPD. Bpd hanya mengawasi pekerjaan saja. sebenarnya yang perlu di
awasi adalah keuangan, kalo masalah pekerjaan sudah ada jatahnya. BPD itu
tugasnya menyampaikan aspirasi atau keluhan masyarakat, tpi saya merasa tidak
terwakili ileh BPD.

Berbeda dengan BPD jaman saya, dana terbatas, 100 juta hanya untuk 1 desa.
Jadi pisik 50 %, pembangunan 50%. Namun pembangunan bagus dulu dibandingkan
sekarang, sebab dulu nggak banyak calonya seperti ormas juga minta jatah. Kalau
zaman sekarang sistimnya sistim jual pekerjaan. Kalau urusan pajak terkait
pengelolaan uang ada yang tidak kena pajak jika pembelanjaan dibawah sekian..
namun pada buktinya apa apa selalu ada pajaknya, jadi pemberitahiuan ke masyarakat
bahwa uang yang lainnya di alokasikan untuk pajak. Nggak tau sebenarnya
digunakan untuk apa. .... harusnya BPD sampai memastikan dana yang diterima oleh
masyarakat, sampai dipampangkan di balai desa. Inilah yang saya sarankan. Dengan
begitu pemerintah akan kesulitan untuk menyelewengkan dana. Seperti
pembanguanan di dusun pangkalan, berapa dana yang di alokasikan untuk dusun
pangkalan dan berapa yang bisa di terima oleh dusun dan yang tidak bisa di terima
dialokasikan kemana, untuk menyampaikan berita tersebut kan bisa di forum
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pengajian atau diforum-forum masyarakat lainnya. Sementara sekarang panitia dari
masyarakat, apa ada waktu untuk menyampaikan di forum? Kecuaali panitia buat
forum sendiri untuk penyampaian informasi. Kalo sekarang malah minta saya untuk
menyampaikan informasi tersebut.

Ada upah minimal 20.000, itu tidak kena speknya, upah pekerja 50.000
perorang di RB nya, karna yang buat saya sama-sama dengan ekbang (Pak Agus),
tapi yang mengelola jadi orang lain, dikiranya saya tidak tahu. Butuh batiu berapa,
smen berapa dan peralatan lainnya saya sudah tahu. Upah tukang dan upah pekerja itu
18 juta. Dengan upah 20.000 perharinya memang sudah menghabiskan 18 juta.
Namun, pekerjaan masyarakat tidak maksimal, karena upahnya hanya 20.000
sehingga dzuhur juga sudah selesai (membubarkan diri). Makannya saya bilang
pekerjaan seperti ini gotong royong. memangukuran 50 % harus ada suadaya-nya.
Kalau umpamanya sudah terbagi semua masyarakat pekerja perharinya 50.000
(merata) kalu umpamanya dana untuk upah habis, pemberitahuan ke masyarakat
bahwa dana untuk upah sudah habis, untuk pembangunan juga sudah minim.
Masyarakat juga akan mengerti dan partisipasi masyarakat akan tetap terjaga.

Terkait BPD dusun Cidorowek, memang sudah ada perjuangnnya. Namun
tidak menyapa masyarakat dengan sapaan berikut ini “masyarakat dusun Cigorowek
silahkan utarakan keluhan dan aspirasinya, untuk saya bawa ke forum musyawarah
desa”, cuman untungnya sekarang ada MUSDUS, di musdus tersebut dibahas apa
yang di prioritaskan untuk di ajukan ke-Desa.

HASIL WAWANCARA 8
Dengan Bapak bapak Endang Misnan
(Ketua BPD desa Pangkalan)
Bagaimana Hubungan BPD dengan pemerintah?

Alhamdulillah sejalan, tapi bukan berarti saling dukung untuk yang salah tpi
sama-sama ingin membangun bangsa. Jadikan sekarang desa membangun bangsa
bukan sebaliknya... alhamdulillah selama saya sudah menjabat mengalami empat
kepala desa yaitu Ukar Heryadi, Ruruh, Dedi dan Ukar lagi yang sekarang.

Sifat BPD dengan pemerintah dalam hubungannya seperti apa?

Tidak sampai menginstruksi, BPD membagi tugas menjadi tiga bagian yaitu
pemberdayaan , pembangunandan pemerintahan. Kalau di BPD dalam mengawasi
dana tidak sampai meng audit, seperti smen habis berapa, HOK habis berapa. Jadi
pengawasan hanya sampai mengetahui uangnya sekian , untuk pisik sekian untuk
pembangunan sekian dan untuk pemberdayaan sehingga BPD tidak sampai
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mengaudit dana. Kalau engaudit dana tugasnya ekspektorat. Jadi BPD itu hanya
sampai memastikan pekerjaan terseut dilaksanakan atau tidak misal dari ADD dana
yang dialokasikan berapa dan terleasisasi atau tidak. Paling mengingatkan,
umpamanya di RB 2 % meter panjang 500 m tapi pekerjaan tidak sesuai dengan
ketentuan, disini BPD mengingatkan selanjutnya dilapaaorkan ke kepala desa.... saat
ini BPD mengawasi pemerintah atau mengawasi masyaakat yang menjadi panitia
TPK? Mengawasi pemerintah, namun yang ngecek pembangunan banyak dari BPD ,
dari Ekbang, dari kecamatan juga mengecek. Jadi kalau semuanya sudah mengecek
ketika ada ekspektorat tidak khawatir lagi. Dan kketika ada kekurangan dalam
pembangunan ekspektorat tidak perlu membenarkannya lagi karena sudah di cek oleh
BPD dan yang bertanggung jawab tetap kepala desa walaupun yang melaksanakan
TPK... Mengingatkan, mengawal dan mengawasi. Supaya pembangunan sesuai
dengan proposal awal. Misalkan BPD bertanya kepada TPK anggaran BERAPA?
Sekian, diberikan semua? Sudah... sampai sana tugas BPD. BPD juga kalau mau
mencicipi dari proyek tersebut bisa, harus ikut kerja juga dengan masyarakat,
masyarakat 20.000 BPD juga 20.000. ...

Bagaimana Pengawasan dana agar dapat disosialisasikan?

Memangg sekarang belum ada program sosialisasi secara langsung, pada
jaman kepala desa pak ruruh memang memang program saya juga seperti itu. Jadi ke
setiap dusun ada program sosialisasi. Cuman kenyataan belum terjadi seluruhnya
hanya terlaksana dalam bentuk kegiatan-kegiatan rutinan masyarakat seperti
pengajian bulanan kalu didusu dusun BPD dusun d acara rutinan mingguan
menjelaskn atau ensosialisasikan. Adapun sosialisasi langsung ketia tiap dusun belum
berjalan, programnya memang sepertiitu. Misalnya ke dusun cibtu. Dari uang 2
milyar ini mendapatkan berapa dan untuk pembangunan apa, kegiatan ini memang
belum terlaksana. Kebanyakan diadakan diesa jai yang tau hanya prangkat desa, BPD
dan kepala dusun.

Kalau sosialisasi didusun-dusun dalam bentuk bener atau papan pengumuman
dusun terkait dana sudah ada? Belum. Paling kalau ada proyek memang ada
pemberitahuan dalam bentuk proyek yang didalamnya berupa pembeitahuan akan
dilakanakan proyek pada tanggal sekian, dana sekian, akan selesai pada tanggal
sekian. Didesa juga kalaudalam bentuk bener atau terpampang langsung belum.
Hanya dalam bentuk prin out yang sudah di jilid yang disebut RKP ( rencana Kerja
Pemeritah) dalam satu tahun.
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Bagaimana upaya pengaasan BPD terutama pengawasan dana desa?

Semua dana sudah termuat dalam RKP, jadi pengalokasian dana sudah jelas
semuanya. Kewenangan BPD hanya sampai dilaksakan atau tidak Rencana Kerja
Pembangunan terebut. Jadi pembagian tugas BPD menjadi tiga itu disesuaikan
dengan keadaan pemerintah yang membagi tupoksinya menjadi tiga again. Jadi pihak
pemangunan BPD mengawai atau mengontrol kasi pembanguannan pemerntah
apakah RPKnya sudah terealisasi atau belum? Begitu juga dengan bagian
pemberdayaan dan pemerintahan apakh RKP pemberdayaan dan pemerintahan sudah
terealisasiatau belum? Jadi mengawasinya hanya ampai dilaksanaan atau tidak.
Umpamanya sudah terlaksana , BPD tidak berhak meng audit dana sekian atau
dialokasikannya kemana.

Apa sudah ada upaya untuk membuat pemerintah mensosialisasikan dana
secara detai atau rinci kepada masyaraka?

BPD mempunyai hak mengajukan saran atau mengarahkan pemerintah untuk
transparan, jadi semua hal yang berkaitan dengan dana untuk di jelaskan. Tetapi pada
kenyataannya belum seluruhnya diberitahukan kepa masyarakat. Jadi masyarakat
belum tahu seluruhnya masyarakat hanya tahu yang di alokasikn berapa, dilaksanakan
atau tidak.masyarakat hanya tahu pisiknya saja.

Kalau masalah rapat, apa ada agenda rapat intern pemerintah desa?

Ada, satu mingu sekali. Mulai dari pemerintah desa, BPD dan epala dusun.
Kalau BPD di gilir jadi dalam satu bulan ada yang dua k al ada yang tiga kali. ...
kalau yang khusus pemerintah desa tanpa mengikut sertakan BPD juga ada seprtinya.
Tapi tdak tahu kapan dan dimana dilaksanakannya. Cuman BPD suka
menyarankankepada kepla desa terutama jika diluar ada bisikan-bisikan tidak sedap
dari masyarakat atau pihak luar yang lain, BPD menyarankan untuk rapat interen
tanpa mengikutsertakan BPD supaya jka ada aib tidak terbuka. Seperti permasalahan
SPJ tau jika ada salah satu kasi yang kurang memahami tugas.

Apakah tidak ada ke-khawtiran jka pemerintah merencanakan sesuatu diluar
kesepakatan dalam rapat interen tersebut?

Saya berhusnudzan saja. Karena rpat interen pemerintah desa rata-rata
memahas terkait kekurangan-kekurangan desa, umpanya keahlian prangkat desa
dalam kinerjanya. Pandangan saya, jika pemerintah berniat menyelewengkan dana
mau ngambil dana yang mana? Sementara semua dana sudah jelas pos-pos-nya
seperti dalam RPK. Jadi danan sekian untuk ini, sekian lainnya untuk pajak dan
seterusnya. Jadi untuk BPD tidak ada sampai ada kecurigaan seperti itu.
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Yang mengundang rapat atau musyawarah itu BPD atau pemerintah?

Kondisional. Jika yang ada keperluan pemerintah BPD yang di ndan atau
sebaliknya. Tapi lebih sering pemerintah yang mengundang. Kalau BPD hanya sering
mengundang anggota BPD saja untuk rapat adpun BPD yang mengundangg rapat
hampir tidak ada. Namun tetap ketika pemerintah mengundang rapat, rapat tersebut
atas ajuan BPD.

Transparansi TPK. Sebagai panitia pembangunan, ada kemungkinan melkukan
penylewengan dana. Apakah BPD mengawasi sampai hal itu?

Tidak. Karena belum ada kejadian...

Kalau masalah upah kerja dalam sebuah proyek bagaimana apakah sudah
sesuai. Karena saya dengar bahwa upahnya adalah 50.000 sementara masarakat hanya
mendapatkan 2.000?

Kalau masalah itu, disesuaikan dengan kebutuhan pembagunan, jadi alasan
mengaa yang kerja di beri upah 20.000 karenadana pembangunan tidak akan sesuai
RKP. Jadi yang kerja hanya di bayar 20.000 dan ituun hanya sampai duhur
selanjutnya mengandalkan partisipasi masyarakat. Karena desa pangkalan yang
sangat minim partisipasi masyarakatnya. Berbeda dengan desa desa lain seperti desa
bangun jaya itu sampai digilir untuk konsumsi umpamanya hari ini untuk rt ini dan
lain-lainnya untuk rt ini. Jadi pembangunan bisa maksimal bahkan dana bisa tersisa.

Dalam perencanan dana saat musrenbang apakah sampai rinci dan detail?

Benar. Jadi hasil musrenbang tersebut tahun ini di prioritaskan untuk dusun
cigorowek. Cigorowek mendapatkan 40 % untuk pembangunan. Dalam RPK tersebut
dicantumkan total dana dan sudah dibagi-bagi. Untuk pembangunan sekian, untuk
pemberdayaan sekian dan utuk yang lainnya sekian. Untuk pembangunan
umpamanya 800 juta nah dusun cigorowek mendapatkan 40 % dari 800 juta tersebut.
Tahun ini cigorowek mendapatkan 350 juta. Yang 60 % lagi di bagi ke 4 dusun yang
lannya. Seperti dusun cigangsa dapat 31 juta. Pokonya sampai detail ditentukan
sampai hominalnya.

Apa ada hambatan dalam tahapan pengawasan BPD?

Terhitung tidak mengalami kesulitan. Karena anggaran sudah jelas,
pembangunan sudah jelas juga. Jadi BPD tidak mengalami kesulitan. Seperti
pembangunan di dusun Pangkalan, jadi pembangunan selesai dan criteria
pembangunanjuga sesuai ttetapi dana masih tersisa. Sisa dana tersebut di lanjutkan
untuk pembangunan di dusun Pangkalan. Kenapa bisa lebih dananya? Karena
partisipasinya mungkin cukup bagus.
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HASIL WAWANCARA 9
Wawancara dengan Bapak Agus Salam
(Kasi Ekbang Desa Pangkalan)
Bagai mana peran BPD menurut Bapak?

Alhaulillah dalam segala hal sudah di pantau, terutama dalam bidang
keuangan, kinerja perangkat, kesopanan dan ketertiban semanya sudah dipaatau BPD.
Selnjutnyajika aa perangkat nakal pertama di peingatkan dan selanjutnya di tegur.
Alhamdulillah sampai saat ni belum ada peringatan dari BPD. Elajutnya terkait
keuangan juga di pantau oleh BPD, apakah sudah benar meng alokasikan dana.
Bahkan kemaren terkait pembangunan di dusun dusun di pantau dan mennyakan
terkait pembnagunan terebut. “ kok volumena segini, lebarnya segini adahal di RAB
sekian”seperti itu. Jadi intunya sampai saat ini hubungan atau komnikasi dan
kerjasama atara pemerintah desa dengan bpsudah berjalan denga lancar.

HASIL WAWANCARA 10
Wawancara dengan Ukar Heryadi
(Kepla desa Pangkalan)
Ap yang menjadi program unggulan Bapa di tahun ini?

Program saya sekarang yaitu untuk merevisi prangkatdesa ataupun BPD agar
tidak ada yang merangka. Program kerja yang selanjutnya yaitu melanjutkan
pembangunan daripemerintahan sebelumnya. Seperti pembangunan jalan kamar
mandi, psyandu dan lain sebagainya

Bagai mana hubungan dengan BPD? Dan agaimana kepala desa memposisikan
BPD di desa ini?

Bagus, sejalan. BPD iu tugasnya hanya ak engawasi dan membuat perdes.

Bagaimana yang bapa rasakan dengan keberadaaan BPD, dan bagaimana
pandangan bapa terkait pengawasan BPD?

Saya tidak merassa di awasi. Karena kepala desa menjalanan tugas apapun
yang sudah menjadi keputusan musyawarah desa... yang kedua BPD tugas BPD
yaitu membuat perdes, da langsung mengawal dan mengawasi . mengawasi apapun
pekerjaan pemerintah desa ataupun pembangunan pemerintah desa. Kalau mengawal
apapun yang sudah di undangkan pada saaat rapat tahunan desa. Karena didesa tu
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membuat anggaran satu tahun satu kali, maka BPD mempunyai hak mengawal dan
mengawasi. Baik mengawasi dana dari pemerinah pusat atau dana bantuan kabupaten
atau propinsi.

Apakah BPD berhak ikut andil dalam mengaudit dana?
Oh tidak bisa , karena BPD hanya berhak mengawasi dan mengawal.

Di tengah wawancara, secara kebetulan ada yang menelpon kepala desa
dengan durasi sekitar empat menit.

“ 0, ya... ya... ada isu bukan masalah. ... Baik pak, nanti saya akan
berkordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, kalo saya
turun kebawah ka nada tugas ang lain. Tapi saya akan mengundang BPD dan tokoh
masyarakat yang lain. ingsyaAllah kami akan menampaikan beberapa hal yag telah
menjad keputusan saat kang nanag atau dewan mengungkapan terkait rencana
pmbngunan yag ada di desa pangkalan,”

Bagaimana pandangan bapak terkait pentingnya Musyawaroh?

Setiap pembangunan atau program kerja tanpa ada kesepakatan dalam
musyawaroh itu tidak bisa. Musyawarah itu ada tiga ajenis yaitu musbangdus,
musbangdes dan ada musbang/musrenbang. Jadi kepala desa sudah di anolir, ketia
melaksanakan pekerjaan itu pasti sesuadah musyawarah engan BPD ataupun tkokoh
masyarakat bahkan ulama karang taruna juga terlibat disana. Setiap ada pekerjaan
apapun.

Terkait transparaansi dana didesa ini bagai mana ?

Yang pertama, dalam musyawarah tadi, yang kedua ka nada papan nama,
cumin kalo dulu pembangunan itu hasil kerja desa, kalau sekarang rakyaat yang
melakanakan. Rakyat tidak boleh nonton, itu gagasan kami. Namun tetap pemeintah
yang memimpin dalam proyek apapun untuk menggiring masyarakat agar masyarakat
ikut berpartisipasi dan ikt menikmat. Jadi mekanisme dalam proek itu.
Ketranspaansiannya cukup dilihat papanama disitu terlihat siapa yang membangun
apakah pemerintah desa langsung, TPK atau borongan.

Jadi intinya menurut kami, desa manapun tidak bisa melaksanakan pekerjaan
tanpa sebelumnya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Baik musyawarah dengan BPD,
tokoh masyarakat, kader PKK, karangtaruna dan lain sebagainya.

Menurut bapa bagaimana kinerja BPD saat ini?

Sampai saaat ini sudah cukup, tapi belum sampai benar. Karena orientasinya tidak
sampai menjegal kepada kepala desa karena kepala desa transparansi dimasyarakat.
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Transparansi kepala desa dibandingkan denan BPD. Karena mekansme pemilihan
BPD di tunjuk bukan hasil pemilihan masyaraka. Kalau pak ukar nanti 2019 akan di
kembalikan ke rakyat. Yang memilih BPD rakyat bukan hasil penunjukan. Maka oleh
sebab hasil penunjukan tersebut saya bilang kinerja BPD cukup. Tidak salah salah
banget. Kalaupun ada undang undang yang membolehkan tapi atas dasar komitmen

dengan tokoh masyarakat di lingkungan tersebut.

LAMPIRAN IV

Daftar Nama Responden

No. Nama

Peran Sebagai Responden

1 Ukar heryadi

Kepala Desa Pangkalan

2 Agus Salam

Kasi Ekonomi dan bangunan (Ekbang)

3 Endang Misnan

Ketua BPD

4 Andri

Sekretaris BPD

5 Momon

Ketua MUI Desa Pangkalan

6 Cecep Nuryaman

Tokoh masyarakat dusun Cigorowek

7 Abdullah Yusuf

Tokoh masyarakat dusun Cigangsa

8 Maman

Tokoh masyarakat dusun Citarunggang

9 | Alihin

Tokoh masyarakat dusun angkalan

10 Darusman

Tokoh masyarakat dusun Cibatu
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGER! SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

Alamat : J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax .(0274)545614
hup:sisyariah win-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B- /K}IUn.OZ/DS.lz’PN.O{]E & /2017 16 Juni 2017

Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada

Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No. Nama NIM PRODI
1. Abdullah 13370055 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Untuk mengadakan penelitian di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten
Pangandaran guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah
(Skripsi) yang  berjudul: “EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPD TERHADAP
TRANSPARANS!I DANA PEMERINTAH DESA PANGKALAN KECAMATAN
LANGKAPLANCAR KABUPATN PANGANDARAN PRSPEKTIF SADD AL-ZARI‘AH”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55232
~ Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Kepada Yth. :
Nomor : 074/6212/Kesbangpol/2017 Gubernur Jawa Barat
Perihal : Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Barat
Di |,
BANDUNG
Memperhatikan surat
Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomar 1 B-1667/Un.02/DS.1/PN.00/6/2017
Tanggal : 16 Juni 2017 )
Perihal :  Permohgcnan izin Penelitian !

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian
dalam rangka penyusunan penelitian skripsi dengan judul proposal: “EFEKTIVITAS
PENGAWASAN BPD TERHADAP TRANSPARANSI DANA PEMERINTAH DESA
PANGKALAN KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN
FESRPEKTIF SADD AL-ZARI'AH” kepada:

Nama . ABDULLAH

NIM : 13370055

No. HP/ldentitas : 082216311344 / 3207281308920001

Prodi/Jurusan :  Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Desa Pangkalan, Kecamatan Langkapiancar,
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat

Waktu Penelitian ;20 Juni 2017 s.d. 20 Desember 2017

Sehubungan dengan maksud iersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan baintuan / fasilitas yang dibutuhkar.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud:

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.

4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila iernyata
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan makium.

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;
1. Gubemur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan. .




PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Jalan qu Cyu!ang No.255 Tlp/Far (0265 ) 2641259 Cijulang — Kab. Pangandaran

" Cijulang, 03 Juli 2017

Nomor  : 070/135/KESBANGPOL /2017 Kepada :
Stifat : Biasa Yth. 1. Camat Langkaplancar
Lampiran : - 2. Kepala Desa Pangkalan
Perihal  : Permchonan Izin Penelitian 3. Ketua BPD Pangkalan
di-
Tempat
Sahubunean surat dart Bodon Kasatuan Bancan  dan Dalitile Taarah
U\illuuullbull ATl kAL 19y AL uullb;.}“ aasra A WALLLAW A LA A RALL
Istimewa Yogyakarta ~ Nomor B-1667/Un.02/DS.1/PN.00/6/2017,

Tanggal 20 Juni 2017, Perihal Permohonan Izin Penelitian.
Setelah dilakukan Survey terhadap kelengkapan administrasi dan
wawancara langsung dengan yang bersangkutan. dengan ini kami sampaikan

bahwa :

Nama ~: ABDULAH

NIM/TLP : 13370055/082216311344

Tempat/Tgl lahir : Ciamis, 13 Agustus 1992

J‘Jamat : DHS“.« f"um.rnum'lz De- nm J"Du: nn7g T'\nco D°"“k3131’1
Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

Pekerjaan . Mabhasisiwa

Maksud dan Tujuan : Izin Penelitian

Judul Penelitian . Eektifitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi

Dana Pemerintah Desa Pangkalan Kecamatan
Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Perspektif
SADD AlI-ZARTI’AH

Waktu Pelaksanaan  : 20 Juni s/d 20Desember 2017

Talabh awa alas il drmwmnd diln  Araln lrncrabnem Aicnalioe
R LY Ll.l\.'](l.\-f.llwll a:unul. I..I.lil.l..lt\ Uai}(&t Ml.l.)mll.l-l l\.\.-l.(l-l.l.\;-(.lla.ll. l\\.uElaI‘.Lll SARLfean D

Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Pangandaran ( Sebagai Laporan);

T Mialrne Tololins Cerned?ale doc TToaleassn T TFRT Qhvsmcae T alidn ;e W mdalommin .
Ler LACRAILL P ORUELGD O YALL all Gail UK Uity oulian L\meq.E,q Lwvgjanaiia,

3. Yang Bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

KECAMATAN LANGKAPLANCAR

Jin. Raya Langkaplancar No. 54 Langkaplancar 46391
T (0265) 7060084 & _ e-mail : kecamatan. langkaplancar@yahoo.co.id

Nomor

Sifat

Langkaplancar, 10 Juli 2017
Kepada :
070/ 225 - Kec.1.1/2017. Yth. 1. Bapak Kepala Desa Pangkalan

2. Bapak Ketua BPD Desa Pangkalan

Biasa

Lampiran : - di-

Perihal

Permohonan Izin Penelitian Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa
Kabupaten Pangandaran Nomor : 070/ 135/KESBANGPOL/ 2017 Tanggal 03 Juli

2017 perihal Permohonan izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan setelah dilakukan verifikasi

terhadap kelengkapan administrasi dan wawancara langsung dengan
bersangkutan dengan ini kami memberikan izin kepada :
Nama ‘ : ABDULAH
NIM : 1337005
Tempat Tgl lahir : Ciamis 13 Agustus 1992
Pekerjaan - Mahasiswa
Maksud dan Tujuan  : Izin Penelitian
Judul Penelitian : Ektifitas Pengawasan BPD terhadap tranparansi
. Dana pemerintah Desa Pangkalan kecamatan
. Langkaplancar Kabupaten Pangandaran perfektif
SADD AL-ZART’'AH
Waktu Pelaksanaan ~ : 20 Juni s.d 20 Desember 2017

Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tembusan :

Yth.

1. Bapak Bupati Pangandaran (sebagai laporan),

2. Bapak Wakil Bupati Pangandaran (sebagai laporan);

3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran (sebagai laporan);
4. Yang bersangkutan,

yang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARTI’AH DAN HUKUM

. Alamat : J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274)5 12840, Fax (0274)5456 14
l http.//syariah.uin-suka.ac id Yogyakaria 55281
Ne. @ B-//63/Un.02/DS.1/PN.0O0/ & /2017 16 Juri 2017
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada
Yth. Kepala Desa Pangkalan
di Tempat

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UJIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada
Bapak/Ibu untux memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

r No. Nama NIM PRODI
2. Abdullah 13370055 Hukum Tata Negara
. s (Siyasah)

Untuk mengadakan penelitian di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten
Pangandaran guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Iimiah
(Skripsi) yang berjudul: “EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPD TERHADAP
TRANSPARANSI DANA PEMERINTAH DESA PANGKALAN KECAMATAN
LANGKAPLANCAR KARUPATN PANGANDARAN PRSPEKTIF SADD AL-ZARI‘AH”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu’®alaikum wr.wb.

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
y o KECAMATAN LANGKAPLANCAR

KEPALA DESA PANGKALAN

Jalan Raya Pangkalan No. 99 Pangkalan — Langkaplancar 46391
e-mail desapangkalan18@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : .C70./.284 ./ Ds - 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UKAR HERYADI

Alamat : Dusun Cigangsa Rt 002/ Rw 003 Desa Pangkalan Kecamatan
' Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

Jabatan : Kepala Desa Pangkalan

Menerangkan :

Nama : ABDULLAH

Tempat Tanggal Lahir - Ciamis, 13 - 08 — 1992

NIM : 13370055

[nstitusi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Fakultas : SYARI’AH DAN HUKUM

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Pangkalan dari Tanggal 05 Juli s/d 15
Juli 2017 dalam rangka penyusunan skripsi degan judul “ Eektifitas Pengawasan BPD
Terhadap Transparansi Dana Pemerintah Desa Pangkalan Kecamatan Longkaplancar
Kabupaten Pangandaran Perspektif SADD AL-ZARP'AH “

Demikian surat keterangan ini kami baut dengan sebenarnya,dan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Pangkalan, 15 Juli 2017
Kepala Desa Pangkalan
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - Cetay Nisr qu

JabatanPekerjaan  :  Mawbu BPD Dwwn  Cogorousls
Alamat "3 ’Dﬁb\‘ &W\gw@g h{w 802 007
Menerangkan bahwa nama di bawabh ini :

Nama : Abdullah

Alamat :Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,

Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.

Pendidikan :Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Og?fu\"‘?‘o\?
bertempat di RW“W‘/‘ ‘;‘?’Wﬂ.’ﬂ guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Perspektif Sadd al-zari‘ah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Yol oF - 2211
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALALL\\&\G \[/LA/‘S‘LQ

Jabatan/Pekerjaan  :  (0kOM 2 \m%aﬁ&k&{"

Alamat o Den Ct‘@u/dgﬂ .21 RAVENNGY3 /Ob
M{;,nerangkan bahwa nama di bawabh ini :

Nama : Abdullah

Alamat :Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,

Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.

Pendidikan :Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogvakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal \Q%«LUXUW
bertempat di ?mmd/\ cersereenennn., gUNA melengkapi data skripsi yang beriudul
“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Perspektif Sadd al-zari‘ah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

L

mestinya.

Ykl o.07.201
wh, ©P0

Tl
Bl Fiee




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama 4 %‘a Oak 74”}%% Saia 2
Jabatan/Pekerjaan : ‘ta’v » E/’F%MQ C Ezi’omo My dah Bawﬂwuk b )

Alamat : D&m émq%gn &% Mka[!—-

Menerangkan bahwa nama di bawah ini .
Nama . Abdullah

Alamat :Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.

Pendidikan :Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telab melakukan wawancara dengan saya pada tanggal .M. 877 %700 ,
bertempat di \W"b“ 9%’1%“(*—’"&’“ guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Perspektif Sadd al-zari‘ah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

o

mestinya.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WWM T

Jabatan/Pekerjaan %w‘\ M&*@mG

Alamat - Uka &WM&W— !E,T/ Y0 0602 { oos
Ménerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Abdullah

Alamat :Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,

Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.

Pendidikan :Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal "I?“lnz'on ..... ,

bertempat di RM@E‘A, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran”,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Ruatenom ) 4, Lo\l
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama i U YAK H‘%RY AU l
Jabatan/Pekerjaan : kE ?AM DG‘E'A
Alamat : DLL}I(LU,\ C.\M‘M (jg’t / ’KLU 02 / 23

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :
Nama . Abdullah

Alamat :Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Lan gkaplancar, Kabupaten Pangandaran.

Pendidikan ‘Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 1[’14.&{2017’
bertempat di Yantor Desa Pﬂ"jlfﬂ'“~ guna melengkapi data skripsi yang berjuduli
“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Perspektif Sadd al-zari‘ah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah 1ni :

Nama : {)\ﬂ Mth (L\ {\nuh)‘
Jabatan/Pekerjaan T’?L,O\*\ W‘f M
Alamat : % Dsn ?aw{)kﬁkaw : QK / W d OZ’/O?,

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :
Nama : Abduilah

Alamat :Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.

Pendidikan :Mabhasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal \iﬁ\d’”’%ﬂ
bertempat di {2‘““0‘\“‘ ﬁﬁ Am‘ ......., guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Perspektif Sadd al-zari‘ah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

e

mestinya.
Tangian 1207 107



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Bndang Misnan

Jabatan/Pekerjaan  : ¥QM %’pb

Alamat : ﬂd"aﬂ“ﬂ‘oﬁ w/iew 2 [3 ‘

Mc::nerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Abdullah

Alamat :Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,

Kecamatan Langkapiancar, Kabupaten Pangandaran.

Pendidikan :Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal \ZQ"“H‘-’Q W,
bertempat di QH““MM““%?D ..... . guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Perspektif Sadd al-zari‘ah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

o

avgkalan 1201 govy

mestinya.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uatusman

Jabatan/Pekerjaan @ Pengiun Vg . Clokaln M‘?‘WQ%&D
Alamat © O Qhatn 4T /0w 0% /0
Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama . Abdullah

Alamat :Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,

Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.

Pendidikan :Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

bertempat di &“"Mt’\ ...................... guna melengkapi data skripsi yang berjudul

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal ﬁ{ubimq

“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintak
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Perspektif Sadd al-zari‘ah”,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : y_ué(yl ;\'{O‘Mﬂ'f\
Jabatan/Pekeriaan  : Ypua AUl Dega

Alamat . Dgn. Cigogaa  RT/EW 00f /003
Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Abdullzh

Alamat :Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,

Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.

Pendidikan :Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas [slam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal S {}t MO&DH,
bertempat di Q\L‘-"’k‘“}" .................... , guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transpéransi Dz2na Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

Perspektif Sadd al-zari‘ah”,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Trmnbdan g 4\ 1o

.........................




CURRICULUM VITAE

Nama : Abdullah
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis 13 agustus 1992
Alamat Asal : Dsn. Cigorowek RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,

Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten
Pangandaran
Riwayat Pendidikan : TK Al-Quran BKPRMI
MI Pangkalan 111 (2002-2007)
Mts NU Al-Hamidiyyah (2007-2009)
MA Negeri 2 Pangandaran (2009-2011)
Nomor Tlp. : 082216311344
Email : 13abdullahabay@gmail.com

Nama Orang Tua

a. Ayah : Bapak Surya
b. Ibu . Ibu Karyati
Alamat Orang Tua : Dsn. Cigorowek RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,

Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.
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